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ABSTRACT 
Development of health could not be conducted by the government itself but needs active participation from various 
sectors. District/municipality governments should mobilize potential resources in the areas so the actively involved in the 
development of health. Hence the district/municipality governments urge to facilitate development of District Health Committee 
(DHC) as a media composed of all parties that actively involved in the development of health. This 1s in accordance to the 
Ministry of Health Letter Number 004/Menkes/SK/112003 on policy and strategies on decentralization in health. The study 
aimed to determine policy about DHC, to facilitate for development DHC and to detem1ine dynamics in the development 
of DHC in Kutai Kartanegara District, East Kalimantan Province and Bojonegoro District, East Java Province. Data were 
collected by depth interview from staffs at District Health Offices, Health Proffesion Organizations, Non Government 
Organizations, academics, and the social organizations. Results showed in Kutai Kartanegara District there was institution 
named District Health Assembly. The institution was formed by the requirement from Asian Development Bank, the funding 
agency to Decentralized Health Service (DHS) Project in Kutai Kartanegara District. The institution has not yet functioned 
properly and its existence was not socialized widely. In Bojonegoro District, the DHC was thought as an ideal condition in 
the development of health which existence is needed by some institutions. As the District Health Office was not sure for it 
hence the development of DHC was assumed not in need. 
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PENDAHULUAN 
Diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah 
telah mengantarkan Indonesia pad a perubahan tatanan 
kehidupan bernegara secara mendasar, khususnya 
yang menyangkut mekanisme penyelenggaraan 
pemerintahan dan pola hubungan antara 
pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 
Dalam mekanisme ini pemerintah pusat melimpahkan 
kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah 
daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan 
roda pemerintahan guna meningkatkan kemaslahatan 
hidup masyarakat (Syaukani, dkk, 2002). Sistem 
desentralisasi diharapkan dapat mengantar bangsa 
Indonesia ke arah yang lebih baik. 
Desentralisasi di bidang kesehatan pada 
dasarnya merupakan penyerahan kewenangan yang 
menyangkut pengaturan dan pembangunan bidang 
kesehatan kepada pemerintah daerah, dengan cara 
lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat dan menyentuh kebutuhan kesehatan riil 
masyarakat. Dengan demikian diharapkan program 
pembangunan kesehatan lebih efektif dan efisien. 
Desentralisasi kesehatan tidak berarti bahwa 
pemerintah pusat melepaskan tanggung jawab 
pembangunan kesehatan. Sesuai dengan fungsinya, 
pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas 
kebijakan nasional, regulasi dan standansasi, serta 
bertanggung jawab membangun kemampuan daerah 
melalui capacity building, technical assistance dan 
image building (Depkes dan Kesos, 2001 ). Oi lain 
pihak pemerintah daerah dituntut mampu menata 
dan mengembangkan sistem kesehatannya sesuai 
dengan kondisi daerah masing-masing. Upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan, 
menghimpun dan memaksimalkan potensi yang 
dimiliki daerah. 
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